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ORINEWS.id — Marwah penegakan hukum ternoda dengan adanya
kasus suap di lingkungan hakim dan kejaksaan baru-baru ini.
Mereka berdalih gaji yang didapatkan dari pemerintah terlalu
kecil sehingga menerima suap.

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid menuturkan, DPR
sebagai lembaga pengawasan dan anggaran selalu memberikan
dukungan kepada institusi penegakan hukum.

“Kalau butuh anggaran, kita berikan anggaran. Kalau butuh
pengawasan yang lebih ketat, kita lakukan secara berkala,”
kata Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR RI,
Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025.

“Karena apa? Ini kita pemerintahan sedang giat-giatnya
membangun, menaikkan kepercayaan publik,” sambungnya.

Menurut Gus Jazil, kalau lembaga hukum di Indonesia bermasalah
tidak akan ada orang yang percaya. Termasuk para investor jadi
enggan masuk ke Indonesia.

“Itu enggak ada orang yang bisa percaya ekonomi kita,
investasi kita,” ujarnya.

Gaji hakim yang mencapai Rp25 juta per bulan ternyata masih
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menyisakan celah suap di lingkaran penegak hukum.

Hal ini, lanjut Gus Jazil, karena kurangnya rasa syukur dari
para hakim. Padahal masih banyak hakim yang hidup susah di
berbagai daerah.

“Itu yang saya sebut (kurang bersyukur), sementara ada hakim
yang sebagian di pelosok yang enggak punya fasilitas apapun.
Sementara ada sebagian lain menampar mukanya dengan kejadian
seperti ini. Oleh sebab itu saya tidak tahu reformasi apa yang
akan dilakukan,” tegasnya.

Ia lantas mempertanyakan soal evaluasi yang dilakukan
institusi penegakan hukum lantaran masih banyak hakim dan
jaksa yang nakal ketika mengadili suatu perkara di pengadilan.

“Evaluasi apa yang akan dilakukan di lembaga pengadilan kita
atau mereka atau lembaga kehakiman yang sedang berbenah. Ini
berat kan sih, kemudian itu siklus dengan begini-begini dengan
kasus-kasus seperti ini,” tuturnya.

“Karena apa? Tidak ada artinya efisiensi dengan integritas
moral yang terjadi di lembaga pengadilan dan lembaga-lembaga
hukum lainnya. Saya mengajak, saja mengoreksi, ya sama-sama
mengoreksi,” demikian Jazilul Fawaid.



